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bahwa lembaga penyiaran sebelum menyelenggarakan
kegiatannya wajib memperoleh izin penyelenggaraan
penviaran dan membayar biaya izin penyelenggaraan
panyiaran;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
rRepublik indonesia Nomo, 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Depariemen Komunikasi dan Informatika,
periu peagaturan lebih lanjut mengena: hal-hal yang bersifat
teknis terkait peleksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
yan¢ berasal dari penyelenggaraan penyiaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dar: Informatika Republik Indonesia
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.

Undang-undang Repubilik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997

tentang Jenis Pererimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

;‘gm;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
87);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002
tentang Fenyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia iNomor 4252);
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Menetapkan :
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1997 rentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tzahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888 Nomor
1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Fajak yang Berlaku pada Departermen Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4874);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi-dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
teiah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2005;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P
Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Menteri Negara dan
Kabinet indonesia Bersatu;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
Z5/FIM.KOMINFG/7/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran;

Peraluran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
indonesia Nomor  39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang
Caerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju
dalam Penyelenggaraan Penyiaran.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK
FELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YAN

G BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN.



BA3 |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

4,.+

(6

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan
penyiaran, selanjutnya disebut PNBP Penyiaran adalah seluruh
peneritnaari pemerintah pusat dari biaya izin penyelenggara penyiaran

yang tidak berasa! dari penerimaan perpajakan;

Forum Rapat Bersama yang selanjutnya disebut FRB adalah suatu wadah
koordir asi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat
pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak
permchcnan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin

penyelenggaraan penyiaran;

izin Prinsip (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan

' oleh negara kepada Pemohon setelah permohonan disetujui dalam Forum

Rapat Bersama;

- Izin Tetap (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan

oleh negara kepada Pemohon setelah dinyatakan lulus uji coba siaran;

Izin Perpanjangan adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan
oleh negara kepada lembaga penyiaran eksisting jasa penyiaran radio dan
televisi, perpanjangan izir tetap setelah 5 (lima) tahun untuk jasa
penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi:

Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah penyesuaian izin
yang ciberikari oieh negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta yang
telah memiliki izin stasiun racio dari Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasiocnal untuk televisi dari
Departemen Penerangan dan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan
yang telah memiliki izin penyiaran jasa televisi berbayar dari Direktorat
Jenderal Pos dan Teiekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran
televisi berlangganan dari Departemen Penerangan untuk
menyelenggarakan penyiaran;

Surat 'Derrntgh Perpbayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti
penagl'ha.n biaya lzin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi:

Pemohpn adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permohonan atas izin penyelenggara penyiaran:

E?andahara Peruerir_na adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal
Sarang Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang diangkat oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
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(1)

(2)

(3)

(4)

Menteri adalah Menteii yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
hidang kemunikasi dan informatika;

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi
‘dan Informatika;

Inspektur Jenderal adaiah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan
Informatika;

Direktorat Jenderai adaiah Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Infermasi;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi;

BAB I

=%

BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
DAN PENETAPAN ZONA

Pasal 2

Satiap lembaga penyiaran wajib membayar biaya lzin Penyelenggaraan
Penyiaran.

Biaya lzin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:

a. Biaya !zin Prinsip (baru),

b. Biaya 'zin Tetap (baru); dan

¢. Biaya .zin Perpanjangan.

B‘iaya Izin Prinsip (baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf &,
dikenakan pada lembaga penyiaran untuk mendapatkan Izin Prinsip (baru)
Penyelenggaraan Penyiaran.

B_ilaya Izin Tetap (baru) sebageirmana dimeksud pada ayat (2) huruf b
dixenakan pacda lembaga penyiaran sebagai berikut :

a. pada_ tshun pertama untuk mendapatkan izin tetap penyelenggaraan
onenyiaran,

b. pada {ahun kedua sampaj tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan
pada tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran televisi
untuk mendapatkan surat bukti pembayaran tahunan.



(3)
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Biaya lzin Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dikenakan pada lembaga penyiaran urituk mendapatkan izin perpanjangan
penyelenggaraan penyiaran bagi :

a.

lembaga penyiaran yang telah mendapatkan penyesuaian izin
penyelenggaraan penyiaran;

iembaga penyiaran jasa penyiaran radio pada tahun keenam dan
seterusnya; dan

lembaga penviaran jasa penyiaran televisi pada tahun kesebelas dan
seterusnya.

Pasal 3
Penetapan zona menggunakan tabel zona sebagaimana terlampir.

Penetapan alamat untuk menentukan zona setiap lembaga penyiaran
didasarkan pada alamat kantor lembaga penyiaran.

Fenetapan zona kabupaten / kota yang merupakan daerah pemekaran,
penetapan zonanya manggunakan daerah asal pemekaran.

BAB Il

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN

Pasal 4

Izin Prinsip (baru) Penyelenggaraan Penyiaran, Izin Tetap (baru)
Penyelenggaraan Pernyiaran, dar. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran diterbitkan setelah Pemohon membayar biaya izin berdasarkan
pada SPP yang diterbitkan oleh Direktur Usaha Penyiaran.

Penerbitan SPP sebagaimana dimaksuc pada ayat (1), dilakukan dengan
menggunakan sarana sistem komputerisasi.
Pasal 5

SPP lIzin Prinsip (baru) diterbitkan setelah permohonan disetujui dalam
FRB.

SPP lzin Tetap (baru) diierbitkan sebagai berikut :

a setelah perrononan dinyataxan lulus uji coba siaran;

© pada iahun kedua sampai tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan
pada. _tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran
televisi untuk mendapatkan surat bukti pembayaran tahunan.



(3) SPP tahunan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya SPP tahun
berikutava.

Pasal 6

(1) Jatuh tempo pembayaran biaya izin tetap (baru) dan biaya izin
perpanmangan untuk setiap tahunnya yaitu pada tanggal penerbitan izin.

2) Keterlambatan pembayaran tahunan setelah jatuh tempo dikenakan
denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari biaya izin tetap (baru)
atau biaya izin perpanjangan untuk setiap bulannya.

(3) Pembebhanan besaran biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud
- pada ayat (2) ditambahkan pada biaya izin tetap (baru) atau biaya izin
perpanjangan pada tahun berikutnya yang ditagihkan dalam SPP.

Pasal 7

(1) Seluruh penerimaan Biaya izin prinsip (baru), izin tetap (baru), izin
perpanjangan, dan denda disetor ke Kas Negara melalui rekening
Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah yang
citunjuk.

(z)~ Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembayaran biaya
izin menjad! beban dari Pemohon.

Pasal 8

(1) Bukti pembayaran biaya izin oleh Pemohon wajib dikirimkan kepada
Sekfetaris Direktorat Jenderal c.q. Bendahara Penerima untuk dilakukan
konfirmasi kebenaran dengan hasil rekapitulasi yang dikirim oleh Bank.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
penerbitan izin.

(3) Dirg—:ektorat Jenderal mengeluarkan surat bukti pembayaran tahunan atas
seliap pembayaran biaya izin tahunan.

Pasal 9

Bendahara pererima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya
pgrmohonan Izin penyeienggaraan penyiaran kepada Menteri melalui Sekretaris
Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal.
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BAB IV
MCNITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

Direkttn  Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
oelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Direktorat Jenderal c.q. Direktorat Usaha Penyiaran dalam melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala dapat melaksanakan verifikasi
data faktua! / lapangan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan
Tugas cleh Direktur Jenderal.

Pelaksanaan verifikasi data faktual / lapangan dilaksanakan setiap tahun
anggearan pada Direktecrat Jenderal.

Hasil verifikasi data fakiual / lapangan dituangkan dalam Berita Acara
vang ditandatangani cleh Petugas Direktorat Jenderal dan Petugas
Penyelencgara Penyiaran sebagai dasar pemutakhiran data.

rasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
selanjuinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi kelayakan sesuai
peraturan peruncdangan yang beriaku sebagai dasar pertimbangan
diterbitlzannya Surat Perintah Pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Setiap izin penyeleriggaraan penyiaran yang telah dikeluarkan Menteri
Komunikasi dan Informatika sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini
wajib imembayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
yang teiah ditentukan dalam Peraturan Menteri ini terhitung sejak izin
dikeluarkan.

F_embayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada SPP yang akan diterbitkan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan Menteri ini ditetapkan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 12

Perat‘urap Menteri ini mulai berlaku pada targaal ditetapkan, dengan ketentuan
apablla dlkemuqlan hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri ini. akan
diadakan perbuikan sebagaimana mesinya.

Ditetepkan oi - Jakarla
pada tangga : 5 Mei 2009

MEMTERI KOMUN:IKAS! DAMN INFORMATIKA,

/
MOHAMMAD NUH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Keuangan;

Menlern Penndustrian ;

Menteri Perdagangan;

Menteri Luar Negqeri;

Menteri Dalam Negerr,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Sekretaris Negara,

Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seiuruh indonesia,

Para Bupati / Walikota seluruh Indonesia;

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;

Sekretaris Jendera!, Inspektur Jenderal, Para Diektur Jenderal dan
Para Kepala Badan di lingkungan Depericmen Komunikasi dan
Informatika;

Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat
Jenderal, Departeinen Komunikasi dan Infcrmatika.

PDROADODNOTAWN
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